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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumber daya mineral memegang peranan penting dalam perekonomian 

nasional. Hal ini terbukti dari besarnya peranan bidang energi dan sumber daya mineral 

sebagai penyedia energi, sumber devisa, pendapatan Negara, bahan baku industri, 

pendukung pengembangan wilayah, menciptakan lapangan pekerjaan dan pendorong 

pertumbuhan bidang lainnya. Komoditi yang dihasilkan oleh sektor ini menyumbang 

hampir mencapai 30% pendapatan Negara.1  

Secara umum, industri pertambangan memberikan kontribusi yang sangat 

berarti dalam ekonomi nasional. Pertambangan memunculkan peta ekonomi baru di 

daerah yang dulunya terpencil menjadi pusat penyerapan tenaga kerja langsung dan 

tidak langsung. Dalam mengelola sumber daya mineral yang tidak dapat diperbaharui 

ini, pemerintah menggunakan instrumen perizinan untuk memperbolehkan atau 

memperkenankan seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan usaha 

pertambangan. Pengaturan tentang kegiatan pengelolaan pertambangan ini sebelumnya 

telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pokok 

Pertambangan. Dalam undang-undang ini, kewenangan perizinan usaha pertambangan 

bersifat sentralistik. Pemusatan semua kewenangan pemeritnah (politik dan 

administrasi) pada pemerintah pusat. Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan 

 
       1 Andrian Sutedi, Hukum Pertambangan (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 9 
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usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan b 

dilakukan oleh Menteri. Seiring dengan munculnya undang-undang pemerintahan 

daerah pasca reformasi yang berimplikasi adanya desentralisasi kekuasaan, sehingga 

hal ini berpengaruh secara sangat signifikan terhadap Undang-Undang2. 

Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup 

merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan 

dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi 

manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas 

hidup itu sendiri. 

Sumber daya itu diambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 

tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat” sebagai landasan konstitusional dalam mengelola minyak dan gas 

bumi menjadi 2 bahan hukum berdasarkan konsep hak menguasai negara. Negara 

berfungsi sebagai pengatur, pengurus, dan pengawas juga hubungannya dengan relasi 

negara terhadap ekonomi.3 

Undang Undang tersebut sebenarnya memiliki kejasalan bahwa Negara dan 

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat dan 

 
       2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok pertambangan 

       3 Jurnal, Indah Dwi Qurbani, Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, 

Arena Hukum Volume 6 Nomor 2, 2012, hal. 12. 
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memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumberdaya alam pada umumnya 

dan tambang pada khususnya sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya tersebut 

wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil 

guna, dan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat, baik generasi sekarang maupun 

generasi yang akan datang4 

Kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua 

itu tanpa kita sadari. Misalnya saja pada pertambangan, pertambangan merupakan 

usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.5 

Mineral merupakan sumber daya alam yang diberikan kepada manusia oleh 

Tuhan Yang Maha Esa untuk dikelola dan dipermudah kehidupan manusia. Maka dari 

itu barang tambang yang dapat di kelola untuk kepentingan umum menyeluruh dan 

kolektif, bukan untuk kepentingan pribadi, agar kemanfaatan nya berguna untuk 

seluruh umat manusia. Indonesia memiliki kekayan alam yang sangat melimpah salah 

satunya adalah pertambangan. Oleh karnanya sebagai sebuah  negara indonesia sangat 

bergantung dengan pertambangan sebagai salah satu modal untuk pembangunan. 

Sebagaimana yang terjadi dalam duduk perkara dalam putusan Pengadilan 

Negeri Pangkal Pinang nomor : 34/Pid.Sus/2022/PN.Pgp tentang kasus tindak pidana 

penampungan mineral tanpa surat izin orang yakni sesuai analisa sementara yang 

penulis dapatkan dari putusan, terdakwa melakukan penampungan mineral terhadap 

 
       4Jurnal, Marilang, Keadilan antar Generasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang, 

Volume 11, 2012, hal. 15  

       5 H.Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, 

hal. 7. 
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pemilik pertambangan mineral dengan di tawarkan harga yang sangat murah   membuat  

terdakwa tertarik dengan tawaran pemilik pertambanhgan mineral tersebut. Pada amar 

putusan  pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana “Turut serta melakukan kegiatan penambangan mineral ilegal.”. 

Ketertarikan penulis terhadap kasus ini di karenakan adanya kejanggalan di 

dalam putusan nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.Pgp dimana hakim memilih hukuman 

terlalu ringan yang tindak pidana pertambangan itu tergolong tindak berat yang dapat 

merusak lingkungan, menurut penulis seharusnya hakim menjatuhkan pidana terhadap 

terdakwa lebih berat. Dengan dimikian membuat penulis merasa ada kejanggalan akan 

apa yang menjadi alasan dari pertimbangan hakim terhadap kasus pada putusan 

34/Pid.Sus/2022/PN.Pgp sehingga hakim memilih menjatuhkan hukum terlalu ringan 

terhadap terdakwa.         

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul  

“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA 

BAGI PELAKU TURUT SERTA MENAMPUNG MINERAL 

BERISIKAN PASIR TIMAH YANG TIDAK BERASAL DARI 

PEMEGANG IZIN (Studi Kasus Putusan : Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.Pgp)” 

 

 

 

 



5 
 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di dalam latar belakang penulis 

akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang di harapkan bisa 

dipecahkan yaitu : 

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa? 

2. Apakah hukuman yang di jatuhkan hakim setimpal dengan dampak 

pertambangan tanpa izin sesuai dengan tujuan pemidanaan? 

C. Manfaat dan Tujuan Penulisan 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran kemajuan dalam 

bidang hukum pidana. Juga di harapkan dapat dijadikan sebahgai refrensi 

untuk para akademisi, penulis, dan para kalangan yang ingin melanjutkan 

pada bidang yang sama mengenai pertambangan mineral tanpa surat izin. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis, dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi penegak 

hukum di indonesia, khususnya dalam penegak hukum terhadap 

pertambangan mineral tanpa surat izin 

3. Tujuan Penulisan. 

a) Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana menampung mineral 

yang tidak berasal dari pemegang izin 

b) Untuk mengetahui kesesuaian hukum hakim atas putusan nomor 

34/Pid.Sus/PN.Pgp dengan dampak yang di timbulkan 
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D. Kerangka Teori Dan Konseptual 

Kerangka teori memiliki pengertian sebagai salah satu sub bahasan awal 

dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting untuk 

peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang 

di kaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Peran 

penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat di 

ketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik di tinjau 

dari aspek etimologi (Bahasa) maupun aspek terminologi (Istilah) beserta 

fungsinya dalam sebuah penelitian 

1. Kerangka Teori 

a) Teori pertanggung jawaban pidana  

Pertanggung jawaban dalam hukum pidan dapat diartikan sebagai 

pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa  belanda torekenbaarheid, 

dalam Bahasa inggris criminal responsibility atau criminalliability. 

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap  

pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau  menimbulkan 

keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana  karenanya 

menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada 

pembuatnya. Meninjau perumusan Simonsstrafbaarfeit  harus  merupakan,  

perbuatan  manusia, perbuatan itu adalah wederrechtelijke (bertentangan 

dengan hukum), perbuatan itu di lakukan oleh orang yang dapat di 
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pertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaar), dan  orang  itu  dapat  di  

permasalahkan.6 

b) Teori tujuan pemidanaan 

Berbicara tentang pemidanaan adalah berbicara tentang manusia 

serta pergulatannya didalam mencari kebenaran serta keadilan. pada proses 

peradilan yang panjang, diawali dengan proses penyidikan, penuntutan 

serta pemeriksaan oleh hakim di pengadilan dan berakhir dengan 

pemidanaan atau terbebasnya terdakwa dari pidana dalam setiap proses 

peradilan pidana tadi terdakwa menjadi manusia dihadapkan di aparat 

penegak aturan yang pula insan, sehingga menempatkan insan sebagai insan 

sangat krusial pada dalam penegakan hukum pidana.   

Menempatkan manusia sebagai manusia berarti cara bagaimana 

memperlakukan terdakwa secara manusiawi menjadi manusia yang 

mencari keadilan atas nasibnya. Sebagaimana dikatakan oleh Roeslan Saleh 

bahwa persoalan yang lebih penting pada hukum pidana adalah cara 

bagaimanakah aturan pidana itu diterapkan. hukum itu sesuai ketentuan 

undang-undangnya dikonkretkan dalam hubungan yang bersifat antar insan, 

yaitu dari mereka yang sudah melakukan perbuatan pidana serta mereka 

yang berurusan menggunakan duduk perkara ini dalam taraf-tingkat 

peradilan pidana. Cara bagaimana para pelanggar aturan diperlakukan 

 
6 M. Holyone N Singadimedja,, Ocisenjaya, Margo Hadi Pura, Pembaruan Hukum Pidana, hal, 82 

Bekasi,  Cakrawala Cendekia, 2017. 
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dalam penerapan aturan pidana sangat menentukan bagi pertanyaan apakah 

para pelanggar hukum diperlakukan secara adil atau tidak.7 

Menurut Roeslan Saleh bahwa asas-asas hukum adalah aturan-

aturan hukum yang berisikan ukuran nilai, sehingga dapat berfungsi di 

dalam maupun di luar sistem hukum positif. Dikatakan bahwa sebagai 

ukuran nilai-nilai maka asas hokum merupakan aturan-aturan tertinggi dari 

suatu sistem hukum positif. Asas hukum mempunyai fungsi ganda, yaitu 

sebagai fundamen dari sistem hukum positif dan penguji kritis terhadap 

sistem hukum positif.8 

c) Teori Absolut atau Pembalasan 

Teori absolut berpendapat bahwa pembalasan adalah tujuan 

utama penegakan hukum. Teori ini mengikuti asas “pidana untuk 

pidana” dan menitikberatkan pada adanya suatu kejahatan sebagai dasar 

pembenaran hukuman pidana. Menurut teori absolutisme atau hukuman 

ini, hukuman merupakan syarat yang mutlak, bukan sekedar sesuatu 

yang harus diserahkan melainkan suatu keharusan yang mutlak karena 

hakikat hukuman adalah pembalasan. Teori pembalasan atau absolut ini 

dapat dibedakan menjadi pembalasan subyektif dan pembalasan 

obyektif. Pembalasan subyektif adalah retribusi atas kesalahan orang 

 
       7 Roeslan Saleh, Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan, 1983, Jakarta, Aksara Baru, hal. 

14. 

       8 Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum Dan Asas Asas Hukum Nasional, 1996, Jakarta : 

Karyadunia Fikir,Hal.24-25. 
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yang berbuat salah. Pembalasan obyektif adalah pembalasan atas apa 

yang telah dilakukan pelaku di dunia luar.9 

d) Teori relatif (deterrence)  

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan 

atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan 

bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari 

teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu 

pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori 

ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan 

dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat 

sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara 

ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) 

kejahatan.10 

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah 

dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah 

tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cederung 

melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat dan untuk 

menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. 11 

 
       9 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31. 

       10 Leden Marpaung, Tindak Pidsana Penyelundupan, PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, Hal106 

       11 teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat Dan Teori Hukum Jakarta, Rajawali 

pers, 2014, Hal 96-97.  
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Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau 

pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, 

tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan 

itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk 

melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak 

pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana 

dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya 

orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga 

disebut teori tujuan (utilitarian theory)12 

e) Teori gabungan (integratif)  

Mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib 

pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu 

menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan 

adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori 

itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk 

mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki 

pribadi si penjahat.13 

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, 

yaitu :  

 
       12 Muladi Dwidja Priyanto,Pertanggung Jawaban Korporasi, jakarta, kencana, 2010 , Hal 26 

       13 Leden Marpaung, Op. Cit, Hal 107  
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➢ Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 

pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa 

yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya 

tata te irtib masyarakat; 

➢ Te iori gabungan yang me ingutamakan pe irlindungan tata 

teirtib masyarakat, te itapi pe inde iritaan atas dijatuhinya 

pidana tidak bole ih le ibih be irat daripada pe irbuatan yang 

dilakukan te irpidana.14 

f) Teori penyertaan 

Peingeirtian Tindak Pidana Turut seirta (Deieilneiming) peinyeirtaan 

(Deieilneiming) adalah peingeirtian yang meiliputi seimua beintuk turut seirta 

teirlibatnya orang atau orang orang baik seicara psikis maupun fisik yang 

meilakukan masing-masing peirbuatan seihingga meilahirkan suatu tindak 

pidana. Orang-orang yang teirlibat dalam keirja sama yang meiwujudkan 

tindak pidana, peirbuatan dari masing-masing meireika beirbeida satu deingan 

yang lain, deimikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin 

meireika teirhadap tindak pidana maupun teirhadap peiseirta lain. Teitapi dari 

peirbeidaan-peirbeidaan yang ada pada masing-masing itu teirjalinlah suatu 

hubungan yang seideimikian rupa eiratnya, dimana peirbuatan yang satu 

 
       14 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm 162- 

163. 
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meinunjang peirbuatan yang lainnya yang seimua meingarah pada satu ialah 

teirwujudnya tindak pidana. 

Seidangkan Wirjono Prodjodikoro meingatakan bahwa yang 

dinamakan deieilneiming adalah turut seirtanya seiseiorang atau leibih pada 

waktu orang lain meilakukan tindak pidana.15 

Peinyeirtaan dapat diartikan juga seibagai teirwujudnya suatu tindak 

pidana yang dilakukan oleih leibih dari satu orang, yang mana antara orang 

satu deingan yang lainnya teirdapat hubungan sikap bathin dan atau 

peirbuatan yang sangat eirat teirhadap teirwujudnya tindak pidana. Didalam 

KUHP tidak meinjeilaskan peinyeirtaan seicara deifeinisi. Namun, beirdasarkan 

pasal 55 dan 56 KUHP hanya meinyeibutkan beintuk-beintuk peinyeirtaan 

saja.16 

Hubungan antar peiseirta dalam meinyeileisaikan tindak pidana 

teirseibut dapat beirmacam-macam yaitu : 

• Beirsama-sama meilakukan keijahatan. 

• Seiorang meimpunyai keiheindak dan meinreincanakan seisuatu 

keijahatan seidangkan ia meimpeirgunakan orang lain untuk 

meilaksanakan tindak pidana teirseibut. 

 
       15 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia, Bandung : PT Eresco 

Jakarta,1981, h.108. 

       16 Adam Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana Bag III, Jakarta:PT Raja Grapindo 

Persada,2002,h.78 
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• Seiorang saja yang meilaksanakan tindak pidana, seidangkan 

orang lain meimbantu meilaksaankan tindak pidana teirseibut. 

Kareina hubungan dari pada peirseirta teirhadap tindak pidana dapat 

meimpunyai beirbagai beintuk, maka ajaran peinyeirtaan ini beirpokok pada 

“meineitukan peirtanggung jawaban daripada peiseirta teirhadap tindak pidana 

yang teilah dilakukan”. Disamping meineitukan peirtanggung jawaban tiap 

peiseirta ajaran ini juga meimpeirsoalkan peiranan atau hubungan tiap-tiap 

peiseirta dalam suatu peilaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang teilah 

dibeirikan oleih tiap-tiap peiseirta, agar tindak pidana dapat diseileisaikan. 

Peinyeirtaan dapat dibagi meinurut sifatnya. Masalah peinyeirtaan atau 

deieilneiming dapat dibagi meinurut sifatnya dalam : 

• Beintuk peinyeirtaan beirdiri seindiri 

Yang teirmasuk jeinis ini adalah meireika yang meilakukan dan 

yang turut seirta meilakukan pidana. peirtanggung jawaban masing-

masing peiseirta dinilai atau dihargai seindiri-seindiri atas seigala 

peirbuatan atau tindakan yang dilakukan. 

• Beintuk peinyeirtaan yang tidak beirdiri seindiri 

Yang teirmasuk dalam jeinis ini adalah peimbujuk, peimbantu 

dan yang meinyuruh untuk meilakukan suatu tindak pidana 
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peirtanggungjawaban dari peiseirta yang satu digantungkan pada 

peirbuatan peiseirta lain.17  

➢ Unsur Peinyeirtaan  

Dalam tindak pidana peinyeirtaan (Deieilneiming) teirdapat 

unsur objeiktif dan unsur subjeiktif. 

1. Unsur Objeiktif 

Meinganjurkan orang lain meilakukan peirbuatan, 

deingan meinggunakan cara : 

a. Meimbeirikan seisuatu; 

b. Meinjanjikan seisuatu; 

c. Meinyalahgunakan keikuasaan; 

d. Meinyalahgunakan martabat; 

e. Deingan keikeirasan; 

f. Deingan ancaman; 

g. Deingan peinyeisatan; 

h. Deingan meimbeiri keiseimpatan; 

i. Deingan meimbeiri sarana; 

j. Deingan meimbeirikan keiteirangan. 

 

 

 
17 Teguh Prasetyo,Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Pers,2014, h.30 
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2. Unsur Subjeiktif :  

a. Adanya hubungan bathin (keiseingajaan) 

deingan tindak pidana yang heindak 

diwujudkan, artinya keiseingajaan dalam 

beirbuat diarahkan pada teirwujudnya tindak 

pidana. disini seidikit atau banyak ada 

keipeintingan untuk teirwujudnya tindak pidana; 

b. Adanya hubungan bathin (keiseingajaan, seipeirti 

meingeitahui) antara dirinya deingan peiseirta 

yang lainnya dan bahkan deingan apa yang 

dipeirbuat oleih peiseirta lainnya.  

c. Beintuk-beintuk Peinyeirtaan 

Peinyeirtaan meinurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. 

Beirdasarkan pasal-pasal teirseibut, peinyeirtaan dibagi meinjadi dua 

peimbagian beisar, yaitu : Dalam pasal 55 meinyeibutkan eimpat golongan 

yang dapat dipidana atau peimbuat ( Dadeir): 

1. Peilaku atau pleigeir; 

2. Meinyuruh meilakukan atau doeinpleigeir; 

3. Turut seirta atau meideipleigeir; 

4. Peinganjur atau uiitlokkeir. 
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Dalam pasal 56 KUHP meinyeibutkan siiapa yang diipiidana 

seibagaii peimbantu suatu keijahatan (meideipliichtiieigheiiid) yaiitu ada dua 

golongan : 

a. Meireika yang seingaja meimbeirii bantuan pada waktu 

keijahatan diilakukan; 

b. Meireika yang meimbeirii keiseimpatan sarana atau 

keiteirangan untuk meilakukan keijahatan. 

1. Peilaku (Pleigeir) 

Peilaku adalah orang yang meilakukan seiluruh iisii deiliik. Apabiila 

dua orang beirsama-sama meilakukan suatu peirbuatan yang dapat 

diihukum, seidangkan peilaku seindiirii-seindiirii tiidak meinghasiilkan 

keijahatan iitu dapatn teirjadii “turut meilakukan”.18  

Seidangkan meinurut MvT, Pompei, Hazeiwiinklei, Suriinga, Van 

Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang diimaksud deingan peilaku 

adalah tiiap orang yang meilakukan/meiniimbulkan akiibat yang 

meimeinuhii rumusan deiliik. Peilaku (pleigeir) diikateigoriikan seibagai i 

peiseirta hal iinii kareina peilaku teirseibut diipandang seibagaii salah 

seiorang yang teirliibat dalam peiriistiiwa tiindak piidana diimana teirdapat 

beibeirapa orang peiseirta19 

 
       18 Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahakamah 

Agung dan Hoge Raad, Jakarta :Rajawali Pers, 2009, Ed ke-5,h.52 

       19 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta:Rajawali 

Pers,2012, Ed ke-1, h.215 
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2. Orang yang meinyuruh meilakukan (Doeinpleigeir)  

Doeinpleigeir adalah orang yang meilakukan peirbuatan deingan 

peirantaraan orang laiin, seidangkan peirantara iitu hanya diigunakan 

seibagaii alat. Deingan deimiikiian ada dua piihak, yaiitu peimbuat 

langsung (manus maniistra/auctor physiicus), dan peimbuat tiidak 

langsung (manus domiina/auctor iinteilleictualiis). 

Unsur-unsur pada doeinpleigeir adalah: 

a. Alat yang diipakaii adalah manusiia; 

b. Alat yang diipakaii beirbuat; 

c. Alat yang diipakaii tiidak dapat diipeirtanggungjawabkan. 

Seidangkan hal-hal yang meinyeibabkan alat (peimbuat mateiriil) 

tiidak dapat diipeirtanggungjawabkan adalah : 

a. Biila iia tiidak seimpurna peirtumbuhan jiiwanya (pasal 44); 

b. Biila iia beirbuat kareina daya paksa (pasal 48); 

c. Biila iia beirbuat kareina peiriintah jabatan yang tiidak sah 

(pasal 51 ayat 2); 

d. Biila iia seisat (keiliiru) meingeinaii slaah satu unsur deiliik; 

e. Biila iia tiidak meimpunyaii maksud seipeirtii yang 

diisyaratkan untuk keijahatan yang beirsangkutan. 

f. Adanya peilaksanaan beirsama seicara fiisiik, yang 

meiniimbulkan seileisaiinya deiliik yang beirsangkutan. 
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3. Orang yang turut seirta (Meideipleigeir) 

Meinurut MvT Meideipleigeir adalah orang yang deingan seingaja 

turut beirbuat atau turut meingeirjakan teirjadiinya seisuatu. Oleih kareina 

iitu, kualiitas masiing-masiing peiseirta tiindak piidana adalah sama. 

Turut meingeirjakan seisuatu yaiitu :  

a. Meireika meimeinuhii seimua rumusan deiliik; 

b. Salah satu meimeinuhii rumusan deiliik; 

c. Masiing-masiing hanya meimeinuhii seibahagiian rumusan 

deiliik. 

Syarat adanya meideipleigeir, antara laiin : 

a. Adanya keirja sama seicara sadar, keirja sama diilakukan 

seicara seingajauntuk keirja sama dan diitujukan keipada hal 

yang diilarang Undang-Undang. 

b. Adanya peilaksanaan beirsama seicara fiisiik, yang 

meiniimbulkan seileisaiinya deiliik yang beirsangkutan. 

4. Peinganjur (Uiitlokkeir) 

Peinganjur adalah orang yang meinggeirakkan orang laiin untuk 

meilakukan suatu tiindak piidana deingan meinggunakan sarana-sarana 

yang diiteintukan oleih undang-undang.Peinganjuran (uiitlokein) miiriip 

deingan meinyuruh meilakukan (doeinpleigein), yaiitu meilaluii peirbuatan 

orang laiin seibagaii peirantara. 
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5. Peimbantuan ( Meideipliichtiigei)  

Seibagaiimana diiseibutkan dalam padal 56 KUHP, peimbantuan 

ada dua jeiniis yaiitu : 

a. Peimbantuan pada saat keijahatan diilakukan. Cara bagaiimana 

peimbantuannya tiidak diiseibutkan dalam KUHP, dan iini i 

miiriip deingan turut seirta (meideipleigein); 

b. Peimbantuan seibeilum keijahatan diilakukan yang diilakukan 

deingan cara meimbeirii keiseimpatan, sarana atau keiteirangan. 

Dan iinii miiriip deingan peinganjuran (uiitlokkiing). 

2. Kerangka Konseptual 

a) Pertanggung jawaban pidana 

Dasar peirtanggungjawaban piidana adalah keisalahan, diimana 

keisalahan dapat beirbeintuk seingaja (opzeit) atau lalaii.20  Hal iinii 

meinunjukkan bahwa dasar diipeirtanggungjawabkannya peirbuatan 

seiseiorang, diileitakkan diidalam konseip atau dasar peimiikiiran keipada 

teirbuktii tiidaknya unsur-unsur tiindak piidana. Teirbuktii unsur-unsur 

tiindak piidana, maka teirbuktii pula keisalahannya dan deingan seindiiriinya 

 
       20 Musa Darwin Pane, Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif 

pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi, Logos 

Publishing, Bandung, 2017, Hal. 54 
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diipiidana, seihiingga peirtanggungjawaban piidana dii leikatkan keipada 

unsur-unsur tiindak piidana.21 

Peirtanggungjawaban piidana seibagaii suatu keiadaan psiikiis, seihiingga 

peineirapan suatu keiteintuan piidana darii sudut pandang umum dan priibadii 

diianggap patut seibagaii dasar adanya tanggung jawab dalam hukum 

piidana adalah keiadaan psiikiis teirteintu pada orang yang meilakukan 

peirbuatan piidana dan adanya hubungan antara keiadaan teirseibut deingan 

peirbuatan yang diilakukan yang seideimiikiian rupa seihiingga orang iitu 

dapat diiceila kareina meilakukan peirbuatan teirseibut. Kiitab Undang-

Undang Hukum Piidana (KUHP) tiidak meinyeibutkan seicara jeilas 

meingeinaii siisteim peirtanggungjawaban piidana yang diianut. Beibeirapa 

Pasal dalam Kiitab Undang-Undang Hukum Piidana (KUHP) seiriing 

meinyeibutkan keisalahan baiik beirupa keiseingajaan ataupun keialpaan, 

namun tiidak meingeinaii peingeirtiian keisalahan, keiseingajaan dan keialpaan 

tiidak diijeilaskan peingeirtiiannya oleih undang-undang. 

Peirtanggungjawaban piidana adalah peirtanggungjawaban teirdakwa 

teirhadap suatu tiindak piidana yang diilakukan apakah teirdakwa akan 

diipiidana atau diibeibaskan. Meinurut Roeislan peirtanggungjawaban 

piidana diiartiikan seibagaii diiteiruskannya ceilaan yang objeiktiif yang ada 

 
       21 H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hal 205. 
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pada peirbuatan piidana dan seicara subjeiktiif meimeinuhii syarat untuk 

dapat diipiidana kareina peirbuatannya iitu. Ceilaan objeiktiif yang diimaksud 

adalah bahwa peirbuatan yang diilakukan oleih teirsangka/teirdakwa 

meimang meirupakan suatu peirbuatan yang diilarang atau meilawan 

hukum. Seidangkan ceilaan subjeiktiif yang diimaksud adalah meinunjuk 

keipada teirsangka atau teirdakwa yang meilakukan peirbuatan yang 

diilarang. Seikaliipun peirbuatan yang diilarang teilah diilakukan oleih 

teirdakwa, namun jiika teirdakwa teirseibut tiidak dapat diiceila kareina pada 

diiriinya tiidak teirdapat keisalahan, maka peirtanggungjawaban piidana 

tiidak mungkiin ada.22 

b) Turut Serta 

Peineirapan ajaran turut seirta meilakukan atau (meideipleigein) tiindak 

piidana dii iindoneisiia masiih meinyiisakan peirsoalan hal iinii dii seibabkan 

pola hubungan dalam turut seirta meilakukan tiindak piidana yang seimakiin 

kompleiks dalam peiraktiik yang tiidak dii iikutii deingan peingeimbangan 

doktriineir ajaran turut seirta meilakukan, seidangkan praktiik hukum tiidak 

meinguraiikan ajaran turut seirta seicara meimadaii dalam putusan 

peingadiilan seihiingga tiidak mampu meinjeilaskan keidudukan peimbuat 

dalam turut meilalkukan tiindak piidana. Dalam kasus neiloei cs, miisalnya 

 
       22 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan 

Penerapan, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 21 
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majeiliis hakiim hanya meimpeirtiimbangkan turut meilakukan seibagaii 

“peirbuatan beirsama sama”.23  

c) Mineral 

Miineiral dan batubara yang teirkandung dalam wiilayah hukum 

peirtambangan Iindoneisiia meirupakan keikayaan alam tak teirbaharukan 

seibagaii karuniia Tuhan Yang Maha Eisa yang meimpunyaii peiranan 

peintiing dalam meimeinuhii hajat hiidup orang banyak, kareina iitu 

peingeilolaannya harus diikuasaii oleih Neigara untuk meimbeirii niilaii tambah 

seicara nyata bagii preikonomiian nasiional dalam usaha meincapaii 

keimakmuran dan keiseijahteiraan rakyat seicara beirkeiadiilan. Seilaiin iitu 

keigiiatan usaha peirtambangan meimpunyaii peiranan peintiing dalam 

meimbeiriikan niilaii tambah seicara nyata keipada peirtumbuhan eikonomii 

nasiional dan peimbangunan daeirah seicara beirkeilanjutan.24 

d) Menampung 

Usaha Peirtambangan adalah keigiiatan dalam rangka peingusahaan 

Miineiral atau Batubara yang meiliiputii tahapan keigiiatan peinyeiliidiikan 

umum, eiksplorasii, studii keilayakan, konstruksii, peinambangan, 

peingolahan dan atau peimurniian atau peingeimbangan dan/atau 

peimanfaatan, peingangkutan dan peinjualan, seirta pascatambang. Seitiiap 

 
       23 Moeljatno,perbuatan hukum pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (jakarta: 

bina aksara,1983) 

       24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 

Konsideran menimbang huruf a dan b 
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orang yang meinampung, meimanfaatkan, meilakukan Peingolahan dan 

atau Peimurniian, Peingeimbangan dan/atau Peimanfaatan, Peingangkutan, 

Peinjualan Miineiral dan/atau Batubara yang tiidak beirasal darii peimeigang 

IiUP, IiUPK, IiPR, SIiPB atau iiziin seibagaiimana diimaksud dalam Pasal 35 

ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 diipiidana deingan 

piidana peinjara paliing lama 5 (liima) tahun dan deinda paliing banyak Rp 

100.000.00O.00O,00 (seiratus miiliiar rupiiah).25 

e) Izin Pengangkutan dan penjualan 

Peingangkutan dan Peinjualan adalah iiziin usaha yang diibeiriikan 

keipada peirusahaan untuk meimbeilii, meingangkut, dan meinjual 

komodiitas tambang Miineiral atau Batubara. (Pasal 1 angka 13c) 

f) Pengangkutan 

Peingangkutan adalah keigiiatan Usaha Peirtambangan untuk 

meimiindahkan Miineiral dan/atau Batubara darii aeirah tambang dan/atau 

teimpat Peingolahan dan/atau Peimurniian sampaii teimpat peinyeirahan. 

Peingangkutan iinii meiliibatkan peinggunaan keindaraan khusus 

iinfrastruktur yang seisuaii deingan karakteiriistiik mateiriial yang diiangkut 

seirta reigulasii yang beirlaku dalam iindustrii peirtambangan. 

 

 

 
       25 Undang undang nomor 3 tahun 2020 



24 
 

 
 

g) Sentralistik 

Seintraliistiik meirujuk pada siisteim atau struktur yang dii domiinasii atau 

diikuasaii oleih suatu otoriitas seintral. Dalam konteiks organiisasii atau 

peimeiriintahan, iinii beirartii keiputusan dan kontrol utama ada dii tangan 

otoriitas pusat, seimeintara uniit atau eintiitas laiin ceindeirung meimiiliikii 

keiteirgantungan yang tiinggii pada otoriitas pusat teirseibut. Meingacu pada 

undang undang nomeir 3 tahun 2020 teintang miineiral dan batubara, yang 

meimiiliikii substansii peingaturannya meingatur meingeinaii iiziin usaha 

peirtambangan (IiUP). Jiika meiliihat teirkaiit peingaturan pada pasal 4 ayat 

(2) undang undang nomeir 4 tahun 2009 meinyatakan bahwa 

“peinguasaan miineiral dan batubara seibagaiimana dii maksud pada ayat 

(1) dii seileinggarakan oleih peimeiriintah dan atau peimeiriintah daeirah”26  

lalu pada undang undang miineirba yang baru  dii ubah hal teirseibut pada 

pasal 4 ayat (2) undang undang nomeir 3 tahun 2020 bahwa 

“peinguasaann miineiral dan batubara oleih neigara seibagaiimana 

diimaksud pada ayat (1) dii seileinggarakan oleih peimeiriintah pusat seisuaii 

deingan keiteintuan undang undang iinii”,27 deingan diisahkannya undang 

undang miineirba yang baru meincabut keiweinangan peimeiriintah daeirah. 

Jiika dalam UUD 1945. Iindoneisiia dalam meinjalankan peimeiriintahan nya 

 
       26 Pasal 4 ayat (2) undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu 

bara. 

       27 Pasal 4 ayat (2) undang undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang undang 

nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. 
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meimeigang asas deiseintraliisasii . deiseintraliisasii dalam undang undang  

nomeir 23 tahun 2014 teintang peimeiriintah daeirah meirupakan suatu 

peinyeirahan urusan peimeiriintah darii peimeiriintah pusat diialiihkan pada 

peimeiriintah daeirah otonom yang beidasarkan pada asas otonomii. 

Keibiijakan peirtambangan miineiral dan batubara juga meirupakan salah 

satu bagiian adanya darii asas deiseintriialiisasii.28 Peirubahan dalam 

peingaliihan keiweinangan iinii apabiila meiliihat beidasrkan data komiisii 

peimbeirantasan korupsii yang meinujukan bahwa  kasus korupsii dii 

iindoneisiia teirbanyak. Oleih seibab iitu  hal iinii akan meimpeirbeisar peiluang 

teirjadiinya korupsii dii peimeiriintah pusat, dan hal iinii teintu meiniimbulkan 

keikhawatiiran darii masyarakat apabiila keiweinangan peirtambangan dii 

tangan peimeiriintah pusat. Teirkaiit deingan iitu tariik meinariik keiweinangan 

peiriiziinan peirtambangan miineirba darii peimeiriinah daeirah yang seirba 

seintraliistiik kei peimeiriintah pusat meinghasiilkan kurangnya peirliibatan 

daeirah seirta meinjauhkan keiweinangan peirtambangan darii partiisiipasii 

masyarakat, dan meinjadii peinyeibab banyak nya peinampung peinampung 

iileigal yang meimanfaatkan reintan nya peingawasan darii peimeiriintah 

daeirah. 

 

 

 
       28 Bagir manan, hubungan antara pusat dan daerah menurut asas desentralisasi  berdasarkan 

UUD1945, Disertasi: Doktor Universitas Padjajaran, Bandung, 1990. Hlm. 39 
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E. Metode Penelitian 

1. Tipe penelitian 

Jeiniis dan sumbeir bahan hukum peineiliitiian iinii meinggunakan bahan priimeir 

seikundeir dan teirsiieir diigunakan untuk meimpeirsiiapkan tugas akhiir iinii adalah 

peineiliitiian hukum normatiif. Iistiilah kajiian hukum normatiif beirasal dari i 

peineiliitiian hukum normatiif dalam bahasa Iinggriis normatiivei dan Beilanda, 

khususnya hukum normatiivei ondeirzoeik. Peineiliitiian hukum normatiif atau 

peineiliitiian hukum doktriinal atau peineiliitiian hukum dogmatiis atau peineiliitiian 

leigiislatiif, yang dalam liiteiratur Anglo-Ameiriika diiseibut peineiliitiian hukum, 

meirupakan peineiliitiian iinteirnal dalam profeisii hukum.29 

2. Pendekatan Masalah 

Peineiliitiian iinii meinggunakan peindeikatan peirundang-undangan (statuei 

approach) dan peindeikatan kasus (casei approach). 

3. Pendekatan perundang undangan 

Dii dalam peineiliitiian iinii dii lakukan peindeikatan deingan meineilaah peiraturan 

peirundang-undangan teirkaiit deingan iisu hukum yang seidang dii bahas. 

4. Pendekatan kasus 

Skriipsii iinii meinggunakan putusan peingadiilan neigrii pangkal piinang nomor 

342/Piid.Sus/2022/PN Pgp. 

 
       29 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : UPT Mataram University Press 2020).hal.56 

 



27 
 

 
 

5. Jenis dan sumber bahan hukum 

Peineiliitiian iinii meinggunakan data seikundeir beirupa: Bahan hukum seikundeir 

yaiitu bahan hukum yang meimbeiriikan peinjeilasan teirhadap bahan hukum priimeir 

seipeirtii buku, jurnal hukum dan meidiia ceitak laiinnya  

a) Bahan hukum primer 

Bahan hukum priimeir yaiitu peiraturan peirundang-undangan, dalam 

peineiliitiian iinii diipeirgunakan yaiitu Kiitab Undang-Undang Hukum Piidana 

(KUHP), undang undang nomor 11 tahun 1967 teintang keiteintuan 

keiteintuan pokok peirtambangan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 

Teintang Peirtambangan miineiral, Undang Undang reipubliik iindoneisiia 

nomeir 3 tahun 2020 teintang peirubahan aras undang undang nomor 4 

tahun 2009 teintang peirtambangan miineiral dan batu bara. 

b) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum seikundeir yaiitu bahan hukum yang meimbeiriikan 

peinjeilasan teirhadap bahan hukum priimeir seipeirtii buku, jurnal hukum 

dan meidiia ceitak laiinnya  

c) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum teirsiieir meimbeiriikan peinjeilasan yang beirkaiitan deingan 

bahan hukum priimeir dan seikundeir, contohnya kamus kamus hukum dan 

einsiiklopeidiia. 
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6. Teknik pengumpulan bahan hukum 

Teikniik peingumpulan data yang dii lakukan dii dalam peineiliitiian iinii adalah 

meilaluii studii keipustakaan, yaiitu buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, 

kamus hukum dan bahan bahan hukum teirtuliis laiinnya 

7. Analisis bahan hukum 

Analiisiis data yang dii gunakan pada peineiliitiian iinii yaiitu meinggunakan 

meitodei yang beirsiifat kualiitatiif, yaiitu deingan meilakukan peinafsiiran teirhadap 

bahan bahan hukum yang teilah dii olah, keimudiian diilakukan iinteirpreistasii untuk 

meincarii suatu keisiimpulan darii peirmasalahan peineiliitiian. 

F. Sistematika Penulisan 

Peineiliitiian iinii beirupa laporan dalam beintuk skriipsii. Skriipsii dii tuliis dalam 5 bab. 

Oleih kareina iitu, dalam peinuliisan laporan peineiliitiian iinii akan teirtuliis siisteimatiika 

peinuliisan skriipsii yang dii maksud akan dii uraiikan dii bawah iinii. 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab iinii akan diiuraiikan teintang latar beilakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat peineiliitiian, keirangka teiori i 

dan  konseiptual, meitodei peineiliitiian dan siisteimatiika peinuliisan. 
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BAB II  TINJAUAN UMUM TENTANG 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI 

PERBUATAN TURUT SERTA MENAMPUNG 

MINERAL BERISIKAN PASIR TIMAH YANG 

TIDAK BERASAL DARI PEMEGANG  IZIN  

Pada bab iinii akan diisampaiikan teintangpeirtanggung jawaban, 

peilaku, tiindak piidana meinampung miineiral tanpa iiziin  

BAB III  FAKTA YURIDIS DALAM PUTUSAN 

PENGADILAN NEGRI PANGKAL PINANG 

NOMOR 34/Pid.Sus/2022/PN.Pgp 

Pada bab iini i akan diisampai ikan kasus posiisi i, dakwaan, fakta hukum, 

tuntutan peinuntut umum, peirti imbangan haki im dan amar putusan  

haki im. 

BAB IV  ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG 

JAWABAN PIDANA BAGI PERBUATAN 

TURUT SERTA MENAMPUNG MINERAL 

BERISIKAN PASIR TIMAH YANG TIDAK 

BERASAL DARI PEMEGANG  IZIN  Studi Kasus 

Putusan : Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.Pgp 

Pada bab i ini i akan di i lakukan anali isi is teintang peirtanggung 

jawaban pi idana bagi i teirdakwa meingeitahuii keiseisuaiian hukum 

hakiim atas. 34/Piid.Sus/2022/PN.Pgp 
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BAB V   PENUTUP 

Pada bab iinii akan dii sampaiikan keisiimpulan yang me irupakan  

jawaban darii rumusan pe irmasalahan dan saran yang dii se isuaiikan hasiil 

pe ineiliitii 

  

 

 

 

 

 


